69

DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku:

Evan. (2016). Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga
Pemasyarakatan Di Indonesia. Yogyakarta : CALPULIS

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2015). Pengurusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran
Publik. Yogyakarta: Graha llmu.

Panjaitan, Irwan Petrus dan Pendapotan Simorangkir. (1995). Lembaga
Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta :
Pustaka Sinar Harapan.

Prastowo, Andi. (2014). Metode Penelitian Kulitatif Dalam Perspektif Rancangan
Penelitian. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Poernomo, Bambang. (2006). Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem
Pemasyarakatan. Yogyakarta: Kanisius.

Priyatno, Dwidja. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. PT.
Refika Aditama, Bandung.

Sambas, Nandang. (2010). Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia.
Yogyakarta: Graha IImu.

. (2013). Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen
Internasinal Perlindungan Anak Serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha
lImu.

Setiady, Tolib. (2010). Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung:
Alfabeta

Soejono dan Abdurrahman, (2003). Metode Penelitian Hukum. PT. Rineka Cipta,
Jakarta.

Suparmono, Gatot. (2004). Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta : Djambatan

. 2005. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta : Djambatan.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung:
ALFABETA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;



70

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja LPKA.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10
Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Sumber Jurnal:

Gamis, Efraim Jhon. (2016). “Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap
Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan” Lex Administratum. Vol.
IV/No. 3/Mar/2016

Haryanti, Widya. (2015) “Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Anak (Studi
Deskriptif Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas 1ll Bandung)”
TARBAWY, Vol. 2, Nomor 1, (2015)

Jatnika, Dyana C, dkk. Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan
Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi
Ke Dalam Masyarakat. Share Social Work Jurnal. Volume. 5; No. 1;
ISSN:2339 -0042

Suhandi. (2010). “Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia” Perspektif. Volume XV; No. 2 Tahun
2010 Edisi April

Zein, Syahmuhar M. (2015). “Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sebagai
Lembaga Pemberdayaan Narapidanadi Lapas Klas [IB Merauke” Jurnal
Ekologi Birokrasi .Vol.1, No.2. Juni 2015.



71

Sumber Website:

http://smslap.ditjenpas.go.id. Jumlah anak pidana di Indonesia.

Siswo. (2015). LPKA Klas Il A Ganti Nama Menjadi LPAS Kelas | A
Medan.PATROLINEWS.(http://patrolinews.com/view/Pendidikan/305/LP
KA-Klas-II-A-Ganti-Nama-Menjadi-LPAS-Kelas-1-A-Medan.html),
diakses: Rabu, 15 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.



http://patrolinews.com/view/Pendidikan/305/LPKA-Klas-II-A-Ganti-Nama-Menjadi-LPAS-Kelas-I-A-Medan.html
http://patrolinews.com/view/Pendidikan/305/LPKA-Klas-II-A-Ganti-Nama-Menjadi-LPAS-Kelas-I-A-Medan.html

